SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I-B
Nomor : W2-A16/ 174/ PS.00 /11/2019

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Pembangunan
Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBKMWBBM Pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas |
B sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
Nomor: W2.A/2253/HM.00/1/2018 tanggal 31 Desember
2018 tentang Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas;

b. Bahwa, untuk menentukananggota Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM, maka diperlukan Mekanisme Pembentukan
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintanh;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS | B TENTANG PENETAPAN MEKANISME
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBKWBBM PADA PENGADILAN
AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS | B;

Menetapkan  Mekanisme Pembentukan Tim  Kerja
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Agama Rantauprapat
Kelas | B sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini;

Dengan ditetapkannya Mekanisme Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Agama Rantauprapat
Kelas | B, maka mekanisme Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku lagi;

Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBKMWBBM
agar dijadikan pedoman dalam menentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Rantauprapat
Kelas | B;



Keempat

Tembusan:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
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Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
Kelas | B

Nomor : W2-A4/ 179-/PS.00 /11712019

Tentang Penetapan Mekanisme Pembentukan Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B

MEKANISME PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM, Tim Kerja Pembangunan ditentukan berdasarkan mekanisme sebagai
berikut:

1.

Pembina Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah Ketua
Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B;

Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/AWBBM adalah Wakil
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B. Dalam hal jabatan Wakil
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B tidak terisi, maka Ketua Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/MWBBM ditunjuk Hakim
berdasarkan senioritas Hakim;

Koordinator Teknikal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
adalah Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B. Dalam hal
jabatan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B tidak terisi, maka
Koordinator Teknikal ditunjuk dari salah satu Panitera Muda;

Koordinator Operasional Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
adalah Sekretaris Pengadilan Agama Rantauprapat. Dalam hal jabatan
Sekretaris Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B tidak terisi, maka
Koordinator Operasional ditunjuk dari salah satu Kepala Sub Bagian
Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B;

Koordinator Area Tata Laksana adalah Panitera Pengadilan Agama
Rantauprapat Kelas | B;

Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM adalah Sekretaris
Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B;



7. Untuk Penyusunan Koordinator Area selain point 5 dan 6 dan Tim Kerja

berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh seluruh Hakim, Pegawai

serta Tenaga Kontrak pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B:

Penentuan Koordinator dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM mempertimbangkan integritas, kompetensi, memahami tugas

dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasiah serta tidak pernah melanggar kode

etik dan disiplin;

Pemilihan dilaksanakan melalui rapat yang diikuti oleh minimal 3/4 jumiah

seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga Kontrak pada Pengadilan Agama

Rantauprapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pemilihan Tim Kerja meliputi Koordinator, Sekretaris dan Anggota
masing-masing Pengungkit;

Setiap peserta rapat mengajukan nama calon secara tertulis untuk
diangkat sebagai Koordinator, Sekretaris dan Anggota;

Koordinator adalah unsur Hakim, Sekretaris adalah unsur pegawai dan
Anggota meliputi unsur Hakim, Pegawai dan Tenaga Kontrak :

Usulan yang disampaikan secara tertulis oleh peserta rapat langsung
dibuka dihadapan peserta rapat dan dihitung secara terbuka;

Pemilihan dilaksanakan untuk setiap Pengungkit;

Koordinator terpilih adalah Hakim yang mendapat suara terbanyak,
Sekretaris terpilih adalah Pegawai yang memiliki suara terbanyak dan
anggota adalah unsur Hakim,Pegawai dan tenaga Kontrak yang
memiliki suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan;

Nama Koordinator, Sekretaris dan Anggota yang sudah terpilih pada
salah satu Pengungkit tidak dapat diajukan untuk calon Koordinator,
Sekretaris dan Anggota pengungkit lainnya;

10.Setelah susunan Tim Kerja terbentuk, susunan Tim Kerja dibacakan oleh

Pimpinan Rapat, dan apabila ada Peserta Rapat yang keberatan dengan hasil

rapat, dapat mengajukan sanggahan;

11.Apabila Peserta Rapat telah setuju dengan Hasil Pemilihan, maka Ketua
Pengadilan Agama Rantauprapat akan menetapkan Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama



dibacakan;

Daftar Hadir Rapat dan Photo Kegiatan Rapat

Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas |

14.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka mekanisme ini dapat

15.Demikian Mekanisme ini ditetapkan, untuk dapat diperqunakan sebagai

intearitas pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas | B;

M4 pNtetapkan di: Rantauprapat
© atanggal (3 Pebruari 2019




